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ABSTRAK

Ira Lesmayanti, (2025) : Tinjauan Figih Muamalah dalam Pelaksanaan
Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan
Kecamatan Keritang

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kerjasama antara pemilik lahan
dan penggarap melalui akad musagah, yang bertujuan memberikan keuntungan
bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan memperoleh hasil tanpa terlibat langsung,
sementara penggarap mendapat penghasilan dari hasil pertanian. Namun, dalam
praktiknya sering muncul masalah seperti kecurangan dalam pembagian hasil dan
ketidakjelasan batas waktu pengelolaan lahan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap
pelaksanaan kerjasama ini penting agar adil dan menguntungkan kedua belah
pihak.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan
Keritang dan bagaimana tinjauan Figih Muamalah dalam akad perjanjian
penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang. Sedangkan tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian penggarapan
tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang dan tinjauan Figih Muamalah dalam
akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang apakah
pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Figih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara
lapangan (field research) di Pengalihan Kecamatan Keritang, informan terdiri dari
10 orang (5 pemilik lahan dan 5 penggarap). Data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad perjanjian umumnya dilakukan
secara lisan tanpa saksi atau dokumen tertulis, yang menyebabkan ketidakjelasan
dalam pelaksanaan. Pola pembagian hasil yang diterapkan ialah bagi 2 atau bagi
5, akan tetapi sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu,
tanggung jawab atas biaya perawatan, seperti racun untuk menyemprot rumput
liar-dan pupuk, juga tidak memiliki aturan yang tegas, sehingga sering terjadi
konflik antara pemilik lahan dan penggarap.

Dari perspektif Figih Muamalah, akad ini dinilai tidak memenuhi prinsip
keadilan dan transparansi, karena tidak adanya kejelasan aturan, kesepakatan
tertulis, dan saksi yang dapat menjadi penguat hukum. Untuk memastikan akad
berjalan sesuai syariat, diperlukan pembaruan praktik dengan memperhatikan
dokumentasi, kejelasan hak dan kewajiban, serta kesesuaian dengan kaidah Figih
Muamalah.

Kata Kunci: Figih Muamalah, Akad Perjanjian, Penggarapan Tanah
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Assalamua’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat,
hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Tinjauan Figih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian
Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang” ini dengan baik.
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Mu’amalah di Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Kita,
Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umatnya keluar dari zaman
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serta arahan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
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langkah penulis. Tak lupa, terima kasih penulis sampaikan kepada saudara
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motivasi dan kebahagiaan serta dukungangan yang tak ternilai. Kehadiran
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Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademis Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Terima kasih atas ilmu, pengetahuan, dan bimbingan yang sangat berharga,
yang telah memberikan arahan dan pedoman hidup yang akan terus berguna
bagi penulis di masa depan.

Kepada seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Syarif Kasim Riau
serta semua karyawan dan karyawati yang telah dengan baik memberikan
pinjaman buku-buku yang penulis perlukan sebagai referensi.
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pengalaman berharga.
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senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan perlindungan dari Yang Maha
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong umatnya untuk selalu bekerja keras dan berusaha
mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
serta menyelesaikan urusan duniawi, asalkan tidak melanggar batasan-batasan
yang telah ditetapkan oleh agama. Setiap individu tidak dapat memenuhi
semua kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Salah satu cara untuk
mencapainya adalah dengan melakukan kerjasama. Misalnya, jika seseorang
memiliki barang tertentu sementara orang lain tidak, maka mereka perlu saling
terhubung, saling melengkapi, dan saling menukar kebutuhan serta keahlian.

Tanah merupakan sumber kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup baik
manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan®. Tanah merupakan karunia dari
Allah SWT yang terdapat nilai ekonomis di dalamnya, hal ini dikarenakan
tidak hanya menjadi tempat untuk membagun rumah untuk di tinggali tetapi
juga menjadi aset yang sangat berharga bagi manusia serta sumber mata
pencaharian baik itu untuk bertani, berkebun maupun sebagai aset properti
yang biasa diperjualbelikan atau disewakan.

Kebutuhan tanah yang terus meningkat dari hari ke hari searah dengan
pertembuhan penduduk dan majunya pembangunan disegala bidang yang

membuat ketersediaan tanah menjadi terbatas jumlahnya dan seimbang

! Kushianto, et.al., “Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Perkebunan di Kebun Sei

Putih PTPN III dalam Persfektif Hukum” dalam Jurnal Hukum, Volume 6., No. 1., (2020), h.1.



dengan kebutuhan manusia®. Manuasia adalah mahluk sosial di mana manusia
tidak dapat bergantung dengan dirinya sendiri. Segala tindakan yang
dilakukan membutuhkan bantuan dari orang lain.’

Pertanian merupakan suatu proses produksi yang berfokus pada
pertumbuhan tanaman. Kegiatan pertanian melibatkan pemanfaatan sumber
daya alam oleh manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri,
sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan sekitar®. Sebagian besar
masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan bercocok
tanam atau bertani. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia dan diperbolehkan dalam
Islam karena memberikan hasil dan manfaat yang sangat besar. Hal ini

tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-An’am (6) : 99.
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“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami
menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami
mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan
butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai)
tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun
anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa
dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah

P
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2 Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui

Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan” dalam Jurnal Hukum, VVolume 14., No. 3., (2007), h.458.

® Syamsul Arif, ea.al., “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum
Islam” dalam Qada, Volume 3., No. 3., (2022), h.622.

* Nengah Wirasta, ea.al., “Penerapan Prinsip-prinsip Pertanian Berkelanjutan Pada
Usahatani Padi Sawah di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selata” dalam
Jurnal limiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian, Volume 3., No. 2 (2024), h.169.



dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum vyang
beriman” ( QS. Al-An’am (6) : 99).°

Di kutip dari buku Outlook Komuditas Perkebunan Kelapa yang
diterbitkan Kementrian Pertanian (Kementan) tahun 2020, Riau merupakan
salah satu pemilik lahan kelapa terbesar dari lima provinsi di Indonesia.®
Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah di Riau yang
mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa
yang di mana komiditi ini mempunyai potensi menjadi perkebunan kelapa
terbesar di dunia.” Dampak dari banyaknya lahan kelapa yang ada membuka
lapangan usaha pada sektor pertanian, sebab pemilik tanah mempekerjakan
lahannya untuk di garap kepada orang lain karena ketidakmampuannya dalam
mengelola lahan kelapa sendiri. Inilah yang menyebabkan timbul kerjasama
antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil.

Di Inhil sendiri tepatnya di Pengalihan Keritang bebarapa orang yang
memiliki lahan mempekerjakan orang lain untuk menggarap lahannya mulai
dari menebas atau menyemprot rumput liar, memberikan pupuk dan juga
memanen lahan kelapa tersebut. Hal ini tentu dari kesepakatan kedua belah
pihak terkait proses kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam proses perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar

mengantisipasi terjadinya masalah yang mungkin akan timbul di saat

®>Q.S. Al-An’am (6) : 99.

® Muhammad Choirul Anwar, “Inilah Daftar Kelapa Terbesar di Indonesia”, artikel dari
https://money.kompas.com/read/2021/12/25/191459026/ini-daftar-daerah-penghasil-kelapa
terbesar-di-indonesia. Diakses pada 23 Mei 2024.

" Reskika Sari, “Strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menjaga Stabiltas
Harga Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa di Kecamatan Batang Tuaka” dalam lImu
Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5., No. 1., (2021), h.53.

8 Uswatun Hasanah, “Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara’ah) Antara Pemilik
Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu” dalam Studia
Economica : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8., NO. 2(2022), h.344.



https://money.kompas.com/read/2021/12/25/191459026/ini-daftar-daerah-penghasil-kelapa%20terbesar-di-indonesia
https://money.kompas.com/read/2021/12/25/191459026/ini-daftar-daerah-penghasil-kelapa%20terbesar-di-indonesia

perjanjian berlangsung. Perjanjian hendaknya di tulis dengan jelas mulai dari
perawatan, bagi hasil, tenggat waktu kerjasamaa dan pembagian lahan jika
memang ada di akhir kerjasama. Selain dari perjanjian tersebut hendakanya
ada saksi saat akad kerja sama terjalian hal ini bertujuan agar memperkuat
pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut.’

Pada praktiknya dalam melakukan kerjasama perjanjian tidak ada yang
dibuat secara tertulis antara pemilik lahan dan penggarap melainkan secara
lisan, perjanjian juga dilakukan dengan tidak ada saksi serta tidak ada tenggat
waktu berakhirnya akad. Penggarap juga melanggar perjanjian dengan tidak
membayar biaya perawatan berupa racun untuk menyemprot lahan. Keadaan
seperti ini dapat merugikan pemilik tanah serta melanggar perjanjian, oleh
karena itu penelitian ini dianggap penting untuk menganalisisnya dari
perspektif Figih Muamalah.

Dari permasalahan yang muncul ini penulis tertarik untuk menggali
lebih dalam tentang tinjuan Figih Muamalah terhadap penyelesaian yang harus
ditempuh pemilik lahan sebelumnya dengan panggarap tanah agar tidak
mengambil hasil dari kebun pemilik lahan yang baru. Dituangkan dalam
skripsi dengan judul “Tinjauan Figih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad

Perjanjian Penggarapan Tanah Di Pengalihan Kecamatan Keritang”.

° Jlman Hadi, “Fungsi Saksi Dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan”
https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-saksi-dalam-perjanjian-dibawah-tangan-
1t5010cb6005182/. Diakses pada 11 November 2024.
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B. Batasan Masalah
Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan tidak keluar dari
topik yang dibahas, penulis memberikan batasan pada kajian ini, yaitu
pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di wilayah Pengalihan

Kecamatan Keritang.

C.-Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan
Kecamatan Keritang?
2. Bagaimana tinjauan Figih Muamalah dalam akad perjanjian penggarapan

tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di
Pengalihan Kecamatan Keritang.
b. Untuk mengetahui tinjauan Figih Muamalah dalam akad perjanjian
penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang.
2. Manfaat Penelitian
a. Untuk mendapatkan pengetahuan terkait pelaksanaan akad perjanjian

penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang.



Pengalihan

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tinjauan Figih Muamalah dalam
pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di
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A. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan gambaran yang menjelaskan berbagai
konsep, asas, dan hal-hal lain yang dijadikan dasar dalam suatu penelitian.
Tujuan dari adanya kerangka teori ini adalah untuk mempermudah penulis
dalam memahami dan mengelola semua variabel yang menjadi landasan bagi
penyusunan karya ilmiah yang sedang disusun'®. Dengan kerangka teori,
penulis dapat menyusun struktur penelitian secara sistematis, serta
memastikan bahwa setiap elemen yang dibahas dalam penelitian tersebut
terhubung dengan baik dan saling mendukung.
1. Teori Akad Perjanjian
a. Pengertian Akad Perjanjian
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad
didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara satu pihak atau lebih
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum
tertentu yang telah disetujui bersama. Akad ini memiliki peranan yang
sangat penting dalam transaksi ekonomi syariah karena menjadi dasar
dari segala bentuk hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak
yang terlibat. Dalam perspektif para ahli hukum Islam, akad dipahami

sebagai suatu hubungan yang terjadi antara ijab (penawaran) dan gabul

% Qotrun A, “Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya™ artikel dari
https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/. Diakses pada 24 Mei 2024.
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(penerimaan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diakui
serta dibenarkan oleh syara’ (hukum Islam). Proses ini tidak hanya
melibatkan kata-kata atau pernyataan, tetapi juga menuntut adanya
kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat
Islam, sehingga mampu menimbulkan akibat hukum yang sah terhadap
objek atau subjek yang terkait dalam perjanjian tersebut. Dengan
demikian, akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
menentukan keabsahan dan berlakunya suatu perjanjian dalam konteks
hukum Islam.

hukum perjanjian Islam adalah kumpulan kaidah hukum yang
bersumber dari al-Qur'an, As-Sunnah (al-Hadist), dan ar-Ra'yu
(ljtihad). Kaidah-kaidah tersebut mengatur hubungan antara dua pihak
atau lebih mengenai benda yang dihalalkan sebagai objek dalam
transaksi. Hukum perjanjian Islam berfungsi sebagai panduan untuk
memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat, serta menjamin keabsahan perjanjian dan
menghindarkan dari pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diajarkan
oleh Islam.*

Dari penjelasan di atas akad perjanjian adalah perjanjian yang
sesuai dengan ajaran al-quran, As-sunnah (Al-hadist), dan ar-Ra’yu

(ljtihad) serta sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih

1 Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di
Indonesia)” dalam Studi Keislaman, Volume 6., No. 2., (2020), h.216-217.



dengan cara pertalian atara ijab dan qabul yang nantinya akan
menimbulkan akibat hukum dianara keduanya
b. Dasar Hukum

Dalam al-Qur'an, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan
perjanjian, yaitu al- ‘agdu (akad) dan al- ‘ahdu (janji). Secara bahasa,
akad berarti ikatan atau mengikat. Istilah “ikatan" (al-rabth)
menggambarkan tindakan menghubungkan dua ujung tali dan
mengikat salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya menjadi
satu kesatuan yang terhubung. Kata al- ‘agdu dapat ditemukan dalam

QS. Al-Maidah (5): 1.

PR 8. 9 £T : £
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R sl e b 56 K G

D

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!
Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan
disebutkan  kepadamu  (keharamannya) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai
dengan yang Dia kehendaki.” ( QS. Al-Maidah (5) : 1)*

Dalam surah ini manusia diminta untuk memenuhi akadnya.
Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al-‘agdu ini dapat disamakan

dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.™

2Q.S. Al-Maidah (5): 1.

3 Muhammad Luthfi Sidiq, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian
Hutang Piutang: Studi Kasus Putusan No.27/Pdt/2021/PN SMG”, (Disertasi: Universitas Islam
Sultan Agung Semarang, 2023), h. 21
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¢. Rukun Akad Perjanjian

Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila
terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab
berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu.
Menurut fugaha rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi
wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya. Sedangkan Syamsul Anwar
berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk
sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur
tersebut yang membentuknya. Dengan demikian, rukun merupakan
sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan
sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul.

Dalam ajaran Islam, sebuah akad dianggap sah jika memenuhi
syarat dan rukun yang ditetapkan. Secara bahasa, rukun dalam bahasa
Arab berarti bagian yang kokoh yang memungkinkan sesuatu itu
berdiri atau terwujud. Menurut para fugaha, rukun adalah unsur dasar
yang menjadi esensi dan inti dari keberadaan sesuatu. Sementara itu,
Syamsul Anwar menyatakan bahwa rukun adalah unsur-unsur yang
membentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut dapat terwujud berkat
adanya unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, rukun merupakan
elemen yang harus ada dalam setiap akad, karena rukun tersebutlah
yang menjadikan akad sah menurut hukum Islam. Ulama Hanafiyah
berpendapat bahwa rukun utama dalam suatu akad adalah ijab dan

kabul.
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Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, terdapat empat
rukun yang membentuk suatu akad, yaitu:

1) Para pihak yang terlibat dalam akad (al-agidain);

2) Pernyataan kehendak dari para pihak (shigat agad);

3) Objek dari akad itu sendiri (mahallul agad);

4) Tujuan dari akad yang dilakukan (maudhu agad).

Hendi Suhendi menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari
empat unsur, yaitu:

1) Agidain, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad;

2) Ma’qud alaih, yaitu benda atau objek yang menjadi objek akad;

3) Maudhu al-aqd, yaitu tujuan atau maksud utama dari diadakannya
akad;

4) Shigat al-aqd, yaitu ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan
yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai ungkapan
kehendaknya dalam melakukan akad, sementara kabul adalah
pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak lain setelah ijab sebagai
penerimaan atas tawaran yang diajukan. Dalam hal shigat al-aqd,
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

a) Shigat al-aqd harus memiliki pengertian yang jelas, sehingga
kata-kata yang digunakan dalam ijab dan kabul tidak

mengandung makna ganda atau ambiguitas.



12

b) ljab dan kabul harus saling sesuai dan tidak boleh ada
perbedaan antara pernyataan pihak yang memberi ijab dan
pihak yang menerima kabul.

¢) ljab dan kabul harus menggambarkan kesungguhan dari pihak-
pihak yang terlibat, tanpa ada unsur paksaan, ancaman, atau
ketakutan dari pihak lain. Dalam transaksi tijarah, kedua belah
pihak harus saling ridha dan tidak terpaksa.**

d. Syarat Akad
1) Harus jelas atau terang pengertiannya, yaitu lafaz yang digunakan
dalam ijab dan gabul harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas
sesuai dengan kebiasaan (‘urf) yang berlaku. Dengan demikian,
saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, setiap pihak yang
terlibat dalam perjanjian harus memiliki pemahaman yang sama
mengenai isi dan dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian
tersebut.
2) Harus ada kesesuaian (tawaffug), yang berarti bahwa terdapat
kesesuaian antara ijab dan gabul dalam setiap aspek perjanjian. Hal
ini diperlukan untuk mencegah adanya kesalahpahaman antara para

pihak yang membuat perjanjian di masa yang akan datang.*

¥ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah
Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata” dalam Tahkim, Volume 17., No. 2., (2021), h.178-
179.

15 Nikmah Dalimunthe, et.al., “Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan
Islam” dalam Of Social Science Research, Volume 3., No. 2., (2023), h. 5620.
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e. Asas-asas Akad Perjanjian
Dalam hukum kontrak syari‘ah, terdapat prinsip-prinsip

perjanjian yang menjadi dasar bagi penegakan dan pelaksanaannya.
Prinsip-prinsip perjanjian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu
prinsip-prinsip yang tidak menimbulkan akibat hukum dan bersifat
umum, serta prinsip-prinsip yang berakibat hukum dan bersifat khusus.
1) Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya

umum adalah:

a) Asas llahiah atau Asas Tauhid

b) Asas Kebolehan (Mabda al-1bahah)

c) Asas Keadilan (Al ‘Adalah)

d) Asas Persamaan Atau Kesetaraan

e) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

f) Asas Tertulis (Al Kitabah)

g) Asas lktikad baik (Asas Kepercayaan)

h) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan
2) Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.

a) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (mabda arrada’iyyah)

b) Asas Kebebasan Berkontrak (mabda hurriyah at-ta’aqud)

c) Asas Perjanjian Itu Mengikat

d) Asas Keseimbangan Prestasi

e) Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)

f) Asas Kepribadian (Personalitas)*®

16 Salma Rizky Amelia, “Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Yang
Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata dan Hukum Islam”,
(Disertasi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h.55-56
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2. Akad Musagah
a. Pengertian Akad Musagah

Menurut Ahmad Warson Munawwir yang dikutip oleh Shania
Verra Nita, kata "musagah™ berasal dari bahasa "saqga,” yang berarti
"as-saqy," yang dimaknai sebagai penyiraman atau pengairan. Proses
ini bertujuan untuk memperoleh manfaat dan mendapatkan imbalan
tertentu dari hasil pengelolaan lahan yang dilakukan.*’

Dalam litersasi lain pendapat Nur Azizah, et.al., yang di kutip
dari Hendi suhendi dalam bukuya berjudul Figih muamalah, Musagah
adalah perjanjian di mana pemilik pohon, baik yang sudah ditanam
maupun yang belum, menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang
untuk menanam dan merawat pohon tersebut, seperti menyiram dan
merawatnya hingga pohon itu berbuah. Sebagai imbalan, pekerja akan
menerima bagian dari hasil buah yang dipanen sesuai dengan
kesepakatan, sementara sisanya menjadi hak pemilik tanah.*®

Jadi, musagah merupakan akad kerjasama antara pemilik lahan
dan penggarap di mana pemilik tanah menyerahkan pohon atau
tanaman untuk dikelola, dirawat, dan disirami oleh penggarap hingga
menghasilkan buah. Sebagai imbalannya, penggarap akan mendapatkan
bagian yang telah disepakati dari hasil panen, sementara sisanya

menjadi hak pemilik lahan. Tujuan dari musagah adalah untuk

7 Shania Verra Nita, “Kajian Muzara'ah Dan Musagah (Hukum Bagi Hasil Pertanian
Dalam Islam)” dalam Qawanin, Volume 4., No. 2., (2020), h.241.

' Nur Azizah, etal., “Analisis Konsep Al Musagah Terhadap Praktik Perjanjian
Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing
Natal” Dalam Islamic Circle, Volume 3., No. 2., (2022), h.29.
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memperoleh kemaslahatan atau manfaat dari pengelolaan lahan,
dengan pembagian hasil yang adil sesuai dengan kesepakatan kedua
belah pihak.
Dasar Hukum Musagah
1) Al-Qur’an

a) Q.S.al-Maidah (5): 2

AT e 155 ¥ el AT e Bi;u:’

BN ktd

JJ-*J‘J

-

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S. al-Maidah

(5): 2)

Allah  SWT mengingatkan agar umat Islam selalu
menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan, serta
melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah
disepakati. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen terhadap
janji yang telah dibuat, karena dalam Islam, menepati janji
merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan bagian dari

akhlak yang baik.
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b) Q.S al-Bagarah (2): 282

ey (wuj 13 550 oAl G

‘/J.Lj t_cz,(.i&um PR
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu
berutang piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan
benar.” (Q.S al-Bagarah (2): 282)*°

2) Hadits
Bagi hasil musagah ini disyariatkan berdasarkan sunnah
Nabi SAW. Sebagian besar ahli fikih berpendapat bahwa al-
musaqgah diperbolehkan karena dianggap sangat diperlukan, kecuali
Imam Abu Hanifah. Jumhur fugaha memperbolehkan bagi hasil ini
dengan berpegang pada hadis berikut:
Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang al-

musagah antara Muhajirin dan Anshar, berbunyi:

gOA L e 58 GAT e Al ade A“‘&m&" dy»uu‘

&JJ 3R e e

“Bahwa Rasulullah SAW menyuruh penduduk khaibar

untuk menggarap lahan di khaibar dengan imbalan

separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan
lahan tersebut.” (H.R. Muttafaq ‘alaih)20

c. Rukun Akad Musagah
Jumhur ulama (Madzhab Malik, Syafi’i dan Hanabali)

menyatakan, bahwa rukun musagah ada lima:

¥ Ahmad Luthfi dan Friska Anggraini, “Musaqgat dan Muzara’ah” dalam Al-Mizan :
Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 6., No. 1., (2023), h.40-42.

*® Ledy Famulia. “Konsep Musagah dalam Fikih dan Relevansinya dengan Kerjasama
‘Maro’ Antarpetani Kopi (Studi di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)” dalam Seminar
Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,
(2020), h.155.
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1) Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi)
2) Ada lahan yang dijadikan objek musagah

3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap

4) Ada ketentuan bagi hasil musagah

5) Shigat (ungkapan ijab dan gabul)*

Rukun-rukun musagah yang disebutkan oleh jumhur ulama ini
menjadi dasar penting dalam menjalin kerjasama yang adil dan sah
menurut syariat. Setiap rukun memastikan bahwa akad musagah
dijalankan dengan kejelasan, keadilan, dan transparansi antara pihak-
pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kedua pihak (pemilik dan
penggarap) harus memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan
kewajiban masing-masing. Penentuan lahan sebagai objek musagah
memastikan bahwa ada aset yang jelas yang akan dikelola dan hasilnya
dibagi. Selain itu, jenis usaha yang akan dilakukan juga harus
disepakati agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai
pengelolaan lahan.

Ketentuan bagi hasil yang adil adalah kunci utama dalam
musagah, karena ini akan menentukan apakah kedua pihak merasa
diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Shigat, atau ungkapan ijab
dan gabul, menegaskan adanya kesepakatan yang sah dan mengikat
secara hukum Islam, memastikan bahwa transaksi tersebut berlangsung

dengan itikad baik dan tanpa paksaan. Dengan mematuhi kelima rukun

2! Putri Nuraini dan Andika Pratama, “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet
Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah™ dalam SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi
Syariah, Volume 5., No 1., (2022), h113.
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ini, musagah tidak hanya sah menurut syariat, tetapi juga dapat
membawa hasil yang bermanfaat bagi kedua pihak yang terlibat.
d. Syarat Akad Musagah
Dalam musagah ada beberapa syarat, yaitu:
1) Ditentukan masanya
2) Penggarap mengerjakan sendirian (tidak dengan pemiliknya)
3) Orang yang mengerjakan mendapat sebagian yang telah ditentukan.
Masa perjanjian musagah harus ditentukan secara jelas, karena
hasil (buah) yang diharapkan hanya dapat diperoleh dalam waktu
panen yang telah ditentukan. Jika waktu tersebut belum tercapai, maka
tidak ada hasil yang dapat diperoleh, dan dengan demikian, tidak ada
keuntungan yang bisa didapatkan oleh pihak yang mengerjakan. Selain
itu, orang yang mengerjakan lahan harus bekerja sendirian tanpa
keterlibatan pemilik lahan. Jika pemilik turut serta dalam pengerjaan,
maka perjanjian musagah tersebut menjadi batal. Pekerja akan
menerima bagian yang telah disepakati sebelumnya, misalnya setengah,
sepertiga, atau seperempat dari hasil yang diperoleh, tergantung pada
kesepakatan antara kedua belah pihak.?

Selain syarat-syarat di atas, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan musagah agar kesepakatan berjalan
sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pertama, pemilik kebun atau
tanaman tidak berhak campur tangan dalam pengelolaan kebun setelah
musagah dimulai. Penggarap lah yang bertanggung jawab sepenuhnya

atas perawatan tanaman, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga

22 Nur Azizah, ea.al., op.cit., h.32.
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pencegahan hama. Hal ini dilakukan agar penggarap memperoleh hak
dan kewajiban sesuai dengan apa yang disepakati. Selain itu, dalam
pembagian hasil, harus ada kejelasan mengenai bagian yang diterima
oleh penggarap dan pemilik, serta cara pembagiannya, apakah dalam
bentuk persentase atau jumlah tertentu.

Penting juga untuk diingat bahwa musagah harus dilakukan
dengan itikad baik dan tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan.
Kedua belah pihak harus memiliki kepercayaan dan menjaga
transparansi agar tidak terjadi perselisinan di kemudian hari.
Pembagian hasil yang adil dan sesuai dengan kesepakatan awal akan
menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik dan penggarap,
serta memastikan bahwa kegiatan pertanian berjalan dengan lancar dan
menguntungkan. Kejelasan dalam perjanjian musagah juga
menghindarkan kemungkinan perselisihan di masa depan terkait hak
dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Penggarap Tanah
Yang dimaksud dengan penggarap adalah petani yang secara sah
mengelola atau mengusahakan tanah yang bukan miliknya, dengan bekerja
secara aktif untuk mengolahnya. Penggarap memikul sebagian atau
seluruh risiko yang terkait dengan produksi, seperti hasil yang diperoleh
dari pertanian tersebut, baik untung maupun rugi. Dalam konteks ini,

penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan tanah
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hingga menghasilkan produk, meskipun tanah tersebut bukanlah miliknya
secara langsung.?

Penggarap adalah seseorang yang bekerja untuk mengelola tanah
atau kebun milik orang lain dengan kesepakatan tertentu, biasanya dalam
bentuk bagi hasil. Penggarap tidak memiliki tanah atau kebun tersebut,
tetapi diberi izin oleh pemiliknya untuk mengolahnya dan memperoleh
sebagian hasil dari pertanian atau tanaman yang dihasilkan. Penggarap
sering Kkali terlibat dalam kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha tani
lainnya, di mana pengelolaan dan pemeliharaan tanaman menjadi
tanggung jawab mereka.

Dalam konteks figih, penggarap dapat diartikan sebagai orang yang
melaksanakan musagah atau perjanjian kerja sama dalam mengelola kebun

dengan pembagian hasil yang telah disepakati.

B.--Penelitian Terdahulu
1. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Arif dkk yang berjudu “Sistem Bagi
Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam™. Hasil
Penelitiannya yaitu sistem bagi hasil pertanian (Teseng) yang digunakan
diantaranya yaitu menggunakan sistem kerjasama seperti pembiayaan dari

pemilik lahan, pembiayaan dari petani sebagai penggarap dan pembiayaan

2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 224 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor 224
Tahun 1961; Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 8 Ayat

(©F
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yang ditanggung bersama-sama.”* Adapun perbedaannya penggarap hanya
menggarap tanah sedangkan modal dan lahan dari pemilik lahan.
Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang
perjanjiannya yang tidak secara tertulis melaikan lisan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Jamhuri dkk yang berjudu “Perjanjian Kerjasama
Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah dalam
Perspektif Akad Mugharasah”. Hasil Penelitiannya yaitu Akad
Mugharasah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani
penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan kosong kepada
petani untuk dikelola dan dijadikan produktif dalam jangka waktu tertentu.
Hasil yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan antara kedua pihak.?
Persamaannya adalah perjanjian dilakukan secara lisan tanpa tulisan serta
tanda adanya saksi-saksi dalam perjanjian ini. Perbedaan yang teradapat di
dalamnya adalah adanya pembagian lahanbeserta tanamannya di akhir
penjianjian.

3. Skripsi dari Henti Hariani dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil
Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu
Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”.Praktik mukhabarah
kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di masyarakat Desa

Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum sesuai

2 Syamsul Arif, ca.al., “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum
Islam” dalam Qada, Volume 3., No. 3., (2022).

% Jamhuri, ea.al., “Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan
Sistem Bagi Tanah dalam Perspektif Akad Mugharasa (Studi Tentang Implementasi Bagi Due
Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)” dalam Al-Mudharabah, Volume 2.,
No. 2., (2020).
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menurut Hukum Islam dikarenakan praktik bagi hasilnya belum memehuhi
syarat dalam mukhabarah dan juga belum ada prinsip keadilan di dalam
bagi hasil tersebut.®® Persamaan tidak ada jangka waktunya lalu
perbedaanya terdapat pada akadnya.

4. Skripsi dari Tya Anisa Anggraini yang berjudul “Tinjauan Figh Muamalah
Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Sawah dan Petani (Studi Kasus di
Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar)”.
Pada skripsi menjabarkan bahwa hasil panen dibagi secara merata. Namun,
terdapat beberapa kasus di mana hasil panen tidak sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati dalam akad. Hal ini terjadi karena penggarap
menanam tanaman lain, seperti cabai dan kacang panjang, di pinggir
sawah tanpa sepengetahuan pemilik. Akibatnya, hasil tanaman tersebut
hanya dinikmati oleh penggarap®’. Perbedaannya ialah akad yang
diganakan dalam perjanjian dan perasamaannya ialah adanya ingkar janji
di dalamnya.

5. Hasil penelitian dari Muhammad Nurin dengan judul “Tinjauan Fiqih
Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah”.
Secara umum, akad yang dilakukan hanya melalui pernyataan lisan, tanpa
melibatkan saksi, dan tidak ada penetapan jangka waktu yang jelas dalam

perjanjian. Pembagian hasil 50:50 yang diterapkan oleh masyarakat masih

% Henti Hariani, “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung
Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Disertasi: Institut
Agama Islam Negeri (lain) Bengkulu, 2019).

" Tya Anisa Anggraini, “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik
Sawah dan Petani (Studi Kasus di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten
Karanganyar)”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).
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dianggap kurang adil, karena hasil panen tersebut tidak sebanding dengan
usaha, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap®.
Perasamaannya adalah akad yang dilakukan secara lisan tanpa melibatkan
saksi serta jangka waktu yang jelas. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam

pembagian keuntungan dalam akadnya.

8 Muhammad Nurin, “Tinjauan Figih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian
Penggarapan Tanah”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).



BAB Il

METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang dilakukan di lokasi atau tempat terjadinya gejala yang ingin
diteliti, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumber
yang relevan di lapangan. Diteliti dengan mengkaji fenomena yang terjadi
dengan lebih detail serta menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan
permasalahan yang dibahas.?

Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan
kejadian yang terjadi di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan
yuridis®. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen
utama dan harus memiliki pemahaman teori serta wawasan yang mendalam.
Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan tepat,

menganalisis data, dan mengkonstruksi objek penelitian dengan jelas.*

29 syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021), Cet.
Ke-1, h.41.

%0 sSiti Nur Hidayah Sari dan Mohammad Ali Hisyam, “Praktik Kerja Sama Penggarapan
Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Figih Muamalah (Studi
Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)” dalam Jurnal Kaffa,
Volume 2., No. 1., (2023), h.1.

' Eko Murdiyanto, Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal),
(Yokyakarta: Yokyakarta Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 19.

24
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B.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian serta
mengumpulkan data baik dari informan maupun objek penelitian. Adapun
penelitian ini dilakukan di desa Pengalihan Kecamatan Keritang. Pengalihan
terletak di Kecamatan Keritang, yang merupakan salah satu kecamatan di
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Lokasi ini memiliki akses
yang cukup baik menuju ibu kota kabupaten, Tembilahan, yang berjarak
sekitar 40 hingga 50 km dari Keritang. Selain itu, Kecamatan Keritang juga
berbatasan dengan beberapa kecamatan lain yang memiliki pengaruh terhadap

kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah penggarap tanah dan pemilik
lahan di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang. Penelitian ini bertujuan
untuk memahami hubungan kerjasama antara kedua pihak dalam
pengelolaan lahan, termasuk pembagian hasil dan tanggung jawab
bersama. Fokusnya adalah untuk menggali dinamika sistem bagi hasil dan
tantangan yang dihadapi dalam kerjasama tersebut.
2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah akad perjanjian penggarapan
tanah yang terjadi di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang. Penelitian ini
akan menganalisis berbagai bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan

penggarap, termasuk ketentuan mengenai pembagian hasil, kewajiban
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masing-masing pihak, serta mekanisme pelaksanaannya. Fokus utama
penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perjanjian tersebut
dijalankan dan seberapa adil serta efektif pembagiannya dalam konteks

pertanian setempat.

D. _Informasi Penelitian

Informan adalah individu yang memberikan informasi lebih banyak
mengenai orang lain dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka, dibandingkan
dengan informasi tentang dirinya sendiri*>. Mereka berperan penting dalam
menyediakan data yang relevan untuk penelitian, khususnya dalam penelitian
kualitatif, di mana informasi yang diberikan oleh informan dapat membantu
peneliti memahami konteks atau fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 10 informan yaitu terdiri dari 5
orang pemilik lahan dan 5 orang penggarap di Pengalihan Kecamatan

Keritang.

E.-Sumber Data Penelitian
1. Sumber Data Primer
Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Syafnidawaty data primer
yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul
data. Sumber data primer dapat berupa wawancara langsung dengan

subjek penelitian maupun observasi atau pengamatan langsung di

% Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Syakir Media Press,
2021), Cet. Ke-1, h.59.
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lapangan.®* Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini
adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian
melalui teknik wawancara kepada pemilik lahan di Pengalihan Kecamatan
Keritang.
2. Sumber Data Sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber
pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk
menjawab masalah yang diteliti.** Adapun yang menjadi sumber data
primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat menjadi
objek penelitian melalui informasi atau respondensi yang menjadi subjek

penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung
jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data
penelitian secara langsung baik dari pengamatan maupun pengindraan.
Observasi di lakaukan agar mempermudah peneliti untuk menentukan

subjek, objek, dan variable yang akan dikaji.*®

% Syafnidawaty, “Data Primer”, artikel dari https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/.
Diakses pada 12 Mei 2024.

* Fenti Hikmawati, Metode Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet. Ke-4, Jilid 1,
h.19.

* Feny Rita Fiantika, etal., Metedologi Penelitian Kualitatif, (Padang: PT. Global
Eksekutif Teknologi, 2022), Cet. Ke-1, h. 31.


https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/
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2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan
tertentu, di mana dua pihak terlibat: pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang akan di wawancarai yakni liam
orang peilik lahan sertalima orang penggarapnaya.®
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah
sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan
sebagainya, yang mengandung data atau informasi yang dibutuhkan oleh

peneliti.>’

G. Pendekatan yang Digunakan
Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai
tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan®. Pendekatan
berfungsi sebagai alat untuk menganalisis masalah dan memperoleh hasil yang
diinginkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis

adalah Figih Muammalah.

% Nina Siti Salmaniah Siregar, “Metode dan teknik wawancara” dalam Journal of
Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan, (2002), h.3.
% Rifa’i Abubakar, Pengantar Metedologi Penelitian, (Yogyakrta: SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h.114.
Salma, ‘“Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh”, artikel dari
https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/. Diakses pada 07 Agustus 2024.


https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/
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H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses yang melibatkan pengaturan,
pengurutan, pengelompokan, pemberian kode atau tanda, serta pengkategorian
data. Tujuannya adalah untuk memperoleh temuan yang relevan dan bermakna
berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, di mana
analisis dimulai dengan data yang diperoleh dan kemudian dikembangkan
menjadi dugaan atau kesimpulan sementara. Setelah data dirumuskan, proses
selanjutnya adalah pengumpulan data tambahan secara berulang-ulang untuk
menguji apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data

yang telah terkumpul.*®

¥ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), Cet.
Ke-1, h.76.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai penutup dari penelitian ini, berdasarkan analisis dan
pembahasan yang telah dilakukan, berikut ini disampaikan kesimpulan yang
dapat diambil dari penelitian mengenai sistem kerjasama pengolahan lahan
antara pemilik tanah dan penggarap di Pengalihan Kecamatan Keritang.

1. Kerjasama yang digunakan pemilik lahan dan penggarap ialah kerjasama
dengan cara bertemu langsung antara pemilik lahan dan penggarap. Ketika
uang hasil panen kelapa langsung diserahkan tokeh ke penggarap maka
penggarap tidak mengeluarkan uang untuk perawatan berupa uang racun
untuk menyemprot rumput liar. Selain itu dalam kerjasama ini tidak ada
jangka waktu untuk berakhirnya akad.

2. Kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap jika ditinjau
dalam Figih Muamalah ialah sistem kerjasama dengan menggunakan akad
musagah. Sistem kerjasama pengolahan lahan di Pengalihan Kecamatan
Keritang belum berpedoman pada prinsip-prinsip Figih Muamalah,
melainkan mengikuti tradisi dan kebiasaan yang sudah ada. Kerjasama
yang dilakukan juga tidak memenuhi standar syariah karena adanya

pelanggaran kewajiban yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain

53
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B.- Saran
Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada para
pihak yang bersangkutan untuk dapat dipertimbangkan. Saran-saran tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Penggarap harus menganalisis penyebab pelanggaran dan mengembangkan
strategi perbaikan berdasarkan pri49nsip syariah. Meningkatkan kesadaran
akan prinsip-prinsip Islam dalam kerjasama, seperti kejujuran, kesetaraan
dan keadilan, sangat penting. Penggarap harus membangun komunikasi
efektif dengan pemilik tanah dan mengikuti pendampingan hukum syariah
untuk memahami konsekuensi pelanggaran. Pemilik lahan juga harus
menjaga komunikasi yang baik dengan penggarap dan memberikan
kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Berlaku sabar dan bijaksana
dalam menghadapi konflik, serta memenuhi kewajiban dan janiji.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis dengan
menggunakan metode penelitian yang lebih komprehensif, seperti studi
kasus atau survei untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan
representatif. Selain itu, peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan

teknik analisis statistik untuk memperkuat kesimpulan.
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